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Pengelolaan penyertsan modal
Pemprov Sumbar pada PT,

Andalas Rekasindo Pratama (ARP),

yang dalam perjalannya dilakukan
joint venture dengan Pt Padang
hdustrlal Park (ptp), dinilai BPK Rt

tidak tertib. Hal ini mengakibatkan
pemerintah provinsi berisiko
kehilangan aset tanah seluas 't0B

hektare dan tak memperoieh
deviden.

llal tersebut menjadi catatan
permasalahan pengelolaan keua-
ngan pemorintah Sumbar vang
dinilai BPK RI terkait Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Pemprov Sumbar...

sen dari keseluruhan rekomendasi periode 20O5-2022.
Dengan demikian, katanya, masih terdapat 587
rekomendasi (28,41persen) yang harus menjadi
prioritas untuk segera ditindak lanjuti, dan 2

rekomendasi (0,10 persen) yang tidak bisa
ditindaklanjuti.

"Saya berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat
ikut memantad penyelesaian tindak lanjut atas
rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapot dalam
LHP ini sesuai dengan kewena ngannya," paparAhmad.

Untuk diketahui, awalnya Pemprov Sumbar bersama
pihak lain mendirikan PT Andalas Rekasindo Pratama
(ARP). Dalam pendirian perusahaan itu, Pemprov
Sumbar menyetor aset lahan seluas 108 hektare dengan
komposisi saham 55 persen.

Kernudian dalam perjalannya, dilakukan joint ven-
ture dengan perusahaan dari Johor Malaysia yang
melahirkan PT. Padang Industrial Park (PIP).

Lalu, pada Tahun 2014 DPRD Sumbar telah
membentuk pansus untuk penyelesaian aset Sumbar
di PIP. Rekomendasi pansus meminta Pemprov untuk

Kehilangan Aset 108 1"1 a

AHMAD NOOR SUPIT

(l.KI,Dl Sunibnr Tahun 2022.
AnggotaV BPK RI,Ahmad Noor

Supit, nengatakan, tanah seluas
108 hektare torsebut merupakan
aset yang diinvestasikan Pemprov.

"As-et ini belisiko hilang dan
Pemerintahan Sumbar iugn bcri-
siko tidak memperbleh kontr.ibusi
penerimaan pendapatan berupa
dividen dan uang pomasuklrn atas
plosos Perubahan Hak Pengolo.
laan [HPL) ke tiak Guna Ba.ngunan
(FIGB) dari penjualan lahan olch
PT, Padang Inclusrrjal Park (ptP),'
ujarAhmad di Padang saat nreng-
hadiri rapat paripulna penyore
han LHP BPK di DPI]D Sumbar,
Jumat {1 9/5).

Ahmad menambahkan, scsuai
Pasal 20 Undang-Undang Nornor
15 Tahun 2004 tentang Penrerik-
saan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, diama-
natkan bahwa pejabat wajib
menindaklaniuli rekomondesi

laporan hasil pcmeriksaan. Scllrin
itu, pelabat wuji]: n:r:rrrtrr,r.ikitr,
jawaban atau lrenjelasan keparla
BPK, tentang tindak lanjul atas
lekomsndasi laporan hasil qlc-
meriksaan,

''Jar+aban atau pur.jnlasir n rli-
maksud disarnpaikar kopacla Ill,lt
selambaXlarnbahrya 60 hari sete-
lah lapolan hasil penrcriltsaan
diteriraa, " ujarnya.

lJerdasarkan data penliuttauall
tiudak lanjirt rekonrorrdasi hasil
penreriksaer n IlPK. sirrn1.ri' i rIlr:i;ir rr

lapora,n Pematrtauit.rr S0nlostet If
Tahun 2U22, Penrcri ntah l,r.ovinsi
Suma.tera Baral Lclah rrtenitrdak-
laniuti 1..477 rol:otr.rt;nc{lsi rlir.r.i
2.066 rakonu:ndasi altru 7 I .4g 1rr I

Bersamililng ke A,4

mendorong pelaksanaan RUPS luar biasa untuk,
menentukan status penyertaan modal Pemprov pada
PT. ARP. Namun hingga saat ini rekomendasi belum '

ditindaklanjuli Pemprov.
Ada beberapa rekomendasi yang disampai kan

waktu itu. Di antaranya, menlastikan aset Pemprov di .

PIP. Selain juga jumlah saham Pemprov di sana dan
juga jumlah lahan.- -Berikutnya, 

ada pula rekomendasi untuk mencari 
'

kepastian dan kebenaran tentang adanya penyertaan
modal dari TPM Technopark SDN BHD sebesar USD'
3.300.000. DPRD menilai perlu dicari tahu dana itu
digunaan untlrk apa saja.

DPRD juga meminta Pemprov melaksanakan.
inventarisasi lahan seluas 108 hektare sebagai.
penyertaan modal PT. ARP di PT.. PIP yang juga.
merupakan penyerataan modal Pemprov Sumbar di PT. ,

ARP.
Ldlu juga diminta melaksanakan inventarisasi lahan

seluas 35,5 Ha yag dibeti dari dana penyertaan modAl .

TPM Technopark SDN BHD. Atas pembelian sejumlah ;

lahan itu, Pemprov diminta melaksanakan audit I

keuangan tcrhadap PT. PIP (401)


